PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUN GSI UNIT
. PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUN GAN

~ Menimbang :

- Méﬁgingat : 

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan |
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman’ '

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 5018 |
~ TENTANG |

- KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN

- Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bahkpapan
"Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan,

. Perangkat Daerah dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor' .

49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan ,
Fungsi Dinas Perhubungan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ‘
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan '
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada. Dinas ‘Perhubungan
Kota Bahkpapan, :

1.
- Indonesia Tahun 1945;
2.

'~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 ’

' Pelaksana Teknis Daerah (Benta Negara Repubhk Indone31a

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapanv
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran '

' Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); !

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahanf '

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone81a'
Nomor 5587) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhn'.

- dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun - 2015tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk :
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5887); S .
Peraturan Menteri Dalam Negcn Nomor 12 'l‘ahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Umt .

Nomor 451);




Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN

: Dalam Peramran Wahkota ini yang dimaksud dengan

. Walikota adalah Walikota Balikpapan. o |
" Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dmas adalah Dmas Perhubungan-
_-Kota Balikpapan.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bahkpapan
.. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
'Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur

~ penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. . :
"UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur yang melaksanakan

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016'_,
~ tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah‘
- (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2 .
- Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26); '
7. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan
~ Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan '
- (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
- TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
 BALIKPAPAN. | .

BAB I
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1l

" Daerah adalah Kota Balikpapan.

yang melaksanakan keglatan teknis operasional Dinas dan/ atau keglatan tekms

- sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

10

 tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketcrampllan tertentu sesuai
kebutuhan Daerah :

(v

@)

- Klasifikasi A.

'~ tertentu yang berada di bawah Dinas.
- UPTD Pengelolaan Parkir adalah unsur yang melaksanakan sebaglan kegiatan
. teknis operasional dan/ atau keglatan teknis penunjang tertentu yang berada di
- bawah Dinas. '
. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana ’l‘ekms Daerah pada Dmas |
- Perhubungan Kota Balikpapan. -

Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang Jabatan fungsmnal yang-

BABII
PEMBENTUKAN

 Pasal 2

'Dengan Peraturan Walikota ini, pada Dinas dibentuk: .
a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
b. UPTD Pengelolaan Parkir.
UPTD sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan




BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD Pengu_uan Kendaraan Bermotor sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2
~ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara adrmmstranf
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada d1 o
bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dmas melalm Kepala Bldang o
~ © Angkutan. : '
v (2) UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
- dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung

jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan
- bertanggung _]awab kepada Kepala Dinas mela1u1 Kepala Bldang Lalu Llntas
: Jalan . .

BAB IV .
SUSUNAN ORGANISASI

Pésal 4.

" (1) Susunan Orgamsas1 UPTD Pengujlan Kendaraan Bermotor terd1r1 atas:
a. Kepala UPTD;
 b. Subbagian Tata Usaha; dan
"~ ¢. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Parklr terdiri atas:
" a. Kepala UPTD; o :
‘b. Subbagian 'I‘ata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional. ' ’
(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dzmaksud pada ayat (l) dan ayat
 (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lamplran II, yang merupakan baglan tldak
terpxsahkan dari Peraturan Wali Kota ini. S

' BAB v
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu ‘
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal S5

o+

UPTD Pengu_]lan Kendaraan Bermotor sebaga1rnana dimaksud dalam Pasal 2 aya
(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan tekms operaswna
“dan/ atau keglatan teknis Dinas di bidang Angkutan A v

..—

Pasal 6

'Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dimaksud dalam Pasal S UP’I‘D Pengujlan o
Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi: '
a. penyusunan rencana teknis operasmnal kinerja UPTD;

b. pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor; »

c. pelaksanaan pengelolaan admlmstras: _ pemungutan retnbu31 pengujia

' kendaraan bermotor; o _

- d. pengendalian dan pengoordmaman pemungutan retnbus1 pengupan kendaraan

- bermotor; .

e pelaksanaan pembmaan, pengawasan dan pengendahan persoml dan peralatan o
pengu_uan kendaraan bcrmotor : : :

3



=X

. 'Kepala UPTD sebagaiména dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a:bértugas

a.

c.

10l

@

- d.pelaksanaan penatausahaan pemungutan retnbu31 pengujlan kendaraan

©

UP’I‘D Pengelolaan Parer sebaga1mana dxmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan tckms operasmnal dan/ atau'n v
keglatan tekms Dinas di bldang Lalu Lintas Jalan. - : '

: Subbaglan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: -

pelaksanaan pengaturan dan pengendahan ke31apan sarana prasarana‘
pengujian kendaraan bermotor; |

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmpman/ atasan sesuai dengah‘ -
: tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya g

Paragraf 2
- Kepala UPTD

Pasal 7

menyelenggarakan tugas dan fung31 sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 5
dan Pasal 6; 4 *
‘mengoordinasikan dan melakukan pengcndahan mternal terhadap umt ker_;a‘. '
“di bawahnya; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala D1nas sesua1 dengan
tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya :

Paragraf 3
Subbagxan Tata Usaha

Pasal 8

Subbag1an Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b )
‘bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan '

‘program, . keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan

kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah. v
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD; ’ _

b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan‘:
- serta kebersihan dan keamanan kantor; .

c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;

bermotor;
e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
f. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan . a
8 pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuaa

‘tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. o o
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p1mp1n olehv_
‘seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada d1 bawah dan
bertanggung _]awab kepada Kepala UP’I‘D .

‘ vBagian Kedua -
UPTD Pengelolaan Parkir
Pafagfaf 1
Umum
Pasal 9




o Dalam melakanakan tugas sebageumana dimaksud dalam Pasal 9 UPTD o
~ Pengelolaan Parkir menyelenggarakan fungsi: -

. a‘

b

~ penyelenggaraan tugas UPTD Pengelolaan Parkir; - . SNk
. pelaksanaan pengoordinasian sinkronisasi dan harmomsas1 pelaksanaan

Pasal 10

perumusan program - kerja UPTD Pengelolaan Parkir dan pengoordmasmn
kegiatan pemberian pelayanan dibidang perparklran, .

pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan rencana dan sasaran
kebijakan pengembangan pelayanan perparkiran pada tempat khusus yang
ditetapkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk tekms kelancaran

pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perparkiran serta pengendahan

pemberian arahan teknis/rekomendasi penyelenggaraan perparklran pada -
‘tempat-tempat tertentu oleh pihak ketiga; ’

pelaksanaan pengaturan dan penertiban parklr d1 tepi Jalan SCSU&I
kewenangannya; ' :
penyusunan rencana Kkerja pengelolaan parklr yang ‘secara operasmnal
dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;

. pelaksanaan pembinaan pemungutan retribusi parklr di tep1 Jalan umum,

retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pemakalan kekayaan daerah
yang menjadi kewenangannya;

pelaksanaan pengelolaan dan pemehharaan sarana/ gedung milik Pernermtah
Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan parkir berserta seluruh

. utilitas = dan - bagian-bagian dari sarana/gedung = sesuai penyerahan

pr—

N Kepala UP’I‘D sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas
‘menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9

a
b
N o R

o

: mengoordmasﬂ(an dan melakukan pengendahan 1nternal terhadap umt kexja

pemanfaatan barang mlhk Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota; - . . v
pelaksanaan pemrosesan izin pengelolaan parkir; 8 v
penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Park1r dan
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya :

_ Paragraf 2
~ Kepala UPTD

Pasal 11

dan Pasal 10;

di bawahnya; dan
melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Dinas sesualdengan
tugas dan fungsi serta tanggung Jawab kewenangannya .

. Paragraf 3
Subbaglan Tata Usaha

Pasal 12
Subbag1an Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) humf b,
mempunyai - tugas ‘melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
perencanaan - program, keuangan, ketatausahaan, rumah tanggal,
perlengkapan, kepegawalan dan kehumasan serta pengelolaan barang milik
Daerah. :
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Subbaglan
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: ‘ :
a. penyiapan bahan penyusunan program keglatan UP’I‘D




- v'(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dltentukan

Ab pelaksanaanurusan keuangan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan'
serta kebersihan dan keamanan kantor; '
c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; o ' ' -
d. pelaksanaan penatausahaan pemungutan retribusi parkn' d1 tep1 Jalan -
umum, retribusi tempat khusus parkir dan retnbusx pemakaian kekayaan o
- daerah yang menjadi kewenangannya; | o
~ e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
f. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan ‘oleh p1mpman/ atasan sesuai
, tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. »
(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p1mp1n oleh-
©  seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
v bertanggung _]awab kepada Kepala UPTD. . '

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

,Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagmmana dlmaksud dalam Pasa] 4 ayat (1)

“hurufc dan ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan -

“fungsi’ UPTD sesuai dengan keahlian dan/ atau keteramp1lan tertentu serta
bersﬁ'at mandm

Pasal 14

, (1) Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 terchri 3

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbag1 dalam
~ berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
2 Kelompok Jabatan Fungsional sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dlplmpm
. oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - o

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. BABVII
TATA KERJA

Pasal 15

(}1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsmya Kepala UPTD, Kepala Subbag1an a
- Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan pnnsxp
koordinast, mtegram, sinkronisasi dan sunphﬁkam baik dalam hngkungzzmI v

masmg—masmg maupun antar satuan unit orgamsam lainnya sesua1 dengan* o

tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Kepala UPTD Wa_]lb bertanggung jawab memimpin dan mengoord1na51kan :
“.  bawahannya masing-masing serta membenkan blmbmgan dan petunJuk bagz‘ '
- pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengxkutl dan mematuhi petunjuk dan bertanggung Jawab
* . pada atasannya masmg—rnasmg serta menyampalkan laporan berkala tepat
waktu. ’
(4) Kepala Dinas sebagal Koordmator UPI‘D Waij melaksanakan pengawasan
melekat v .




Pasal 16

'Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbag1an Tata Usaha seéara
“struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UP’I‘D ‘sesuai dengan Daftar Urut
- Kepangkatan.

Pasal 17

 Atas dasa.r pertlmbangan daya guna dan hasil guna, masmg~mas1ng pejabat dalam -
‘lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan kewenangan tertentu o
. kcpada pejabat setmgkat dibawahnya. , , . .

. BAB VIII
ESELON

, ‘ Pasal 18 .
: (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan
- pengawas.
(2) Kepala Subbag1an Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IVb atau '
' _]abatan pengawas

~ BABIX - '
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT IAN DALAM JABATAN

Pasal 19

'_Kepala UPTD da.n Kepala Subbagian Tata Usaha dlangkat dan dlberhentlkan
~ sesuali dengan ketentuan peraturan perundang—undangan -

BAB X K
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mu1a1 berlaku: ' :
a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang melaksanakan sebaglan tugas Dlnas o
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2009 tentang
‘Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penguﬂan
Kendaraan Bermotor, UPT Pengelolaan Parkir yang melaksanakan sebaglaq

- tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun
2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Umt
Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan, dan UPT :
Pengelolaan Terminal yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagalmana ,
diatur dalam - Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2014 tentang

' Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Tekms '
Pengelolaan Terminal, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata

kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan o

tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampa1
dengan dllantlknya pe_;abat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
- Wali Kota ini;dan
b. pejabat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Pengelolaan Parkir dan UPT,
) Pengelolaan Terminal yang menduduki jabatan pada saat berlakunya
Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai- dengan
dllantlknya pejabat yang baru berdasarkan ketcntuan dalam Peraturan Wah '
Kota ini. o . : . .




BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku: ' ,

“a. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan.

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita

Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 47 Seri D Nomor 47);

~b. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Orgamsas1,
Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir pada
Dinas Perhubungan (Benta Daerah Kota Ballkpapan Tahun 2014 Nomor 31);

- . dan

" ¢. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembentukan Orgamsam

e Salman sesuai dengan ashnya

Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terrmnal
: (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 32), :
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ‘

v \ Pasal 22
. Peraturan Wah Kota ini mulau berlaku pada ta.nggal dlundangkan

- Agar setlap orang mengctahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Wah
- Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bahkpapan : ’

D1tetapkan d1 Bahkpapan
pada tanggal 10 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,
o wd
‘M. RIZAL EFFENDI

- Dlundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 September 2018
. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
i
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 26

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19610806 1 9003 1 001




LAMPIRAN I ’ ‘ =
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

- NOMOR 26 TAHUN 2018 ‘
TENTANG

- PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

- URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN =

' STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- KEPALA UPTD

SUBBAGIAN
TATAUSAHA -

KELOMPOK JABATAN v
- FUNGSIONAL '

WALI KOTA BALIKPAPAN,
e
© M.RIZALEFFENDI
 salinan se:svuai'deng'an aslinya
~ KEPALA BAGIAN HUKUM,

(\‘l.
-

" pAUD NRADE
~ NIP. 19610806.199003.1.001




Salinan sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

‘NIP 19610806 99003. 1 001

LAMPIRAN II : N '
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2018 o
TENTANG '

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ’
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

_ STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PARKIR :

KEPALA UPTD
SUBBAGIAN
* TATA USAHA

|

L
KELOMPOK JABATAN
‘ FUNGSIONAL

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI




